LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR : 343A/IX/6/4/1995

TENTANG

PEDOMAN POKOK PENYELENGGARAAN 

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL

KETUA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Menimbang
:
a. 
bahwa untuk melaksanakan pembinaan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor : 304A/IX/6/4/1995 tanggal 24 Februari 1995, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu mengatur pokok-pokok penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;

b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah.

Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994, tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3545);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972, tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Pelatihan.

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1989, tentang Lembaga Administrasi Negara.

8. Surat Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 304A/IX/6/4/1995 tanggal 25 Pebruari 1995, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N  

Menetapkan
:
PEDOMAN POKOK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL

BAB  I

UMUM

Pasal  1

(1) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional adalah salah satu jenis Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan merupakan bagian integral dari Sistem Pembinaan Karir Pegawai Negeri Sipil.

(2) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional adalah pendidikan dan pelatihan yang memberikan bekal pengetahuan dan/atau keterampilan bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai keahlian dan keterampilan yang diperlukan dalam Jabatan Fungsional.

(3) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional terkait dengan pola karir Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional.

(4) Lembaga Administrasi Negara selaku Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil menetapkan kebijaksanaan umum Pendidikan dan Pelatihan Fungsional.

(5) Kebijaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional seta sertifikasi keahlian dan keterampilan jabatan fungsional ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional dengan pembinaan Lembaga Administrasi Negara.

(6) Instansi Pemerintah Jabatan Fungsional adalah instansi pemerintah senagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. 

BAB  II

PERENCANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal  2

(1) Setiap instansi pemerintah menyusun rencana kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional berdasarkan rencana pengembangan pegawai sesuai dengan Sasaran Lima Tahun instansi yang bersangkutan.

(2) Rencana kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional tersebut pada ayat (1) disampaikan kepada Instansi Pembina Jabatan Fungsional dan Ketua Lembaga Administrasi Negara dalam kurun waktu penyusunan Daftar Usulan Proyek (DPU) dan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) instansi yang bersangkutan pada setiap tahun anggaran.

(3) Instansi Pembina Jabatan Fungsional dan/atau Lembaga Administrasi Negara memberikan bantuan konsultasi kepada setiap instansi pemerintah dalam menyusun rencana kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional instansi yang bersangkutan.   
BAB  III
JENIS DAN JENJANG PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN FUNGSIONAL

Pasal  3

Jenis Pendidikan dan Pelatihan Fungsional terdiri dari :

a. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Keahlian;

b. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Ketrampilan.

Pasal  4

(1) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Keahlian adalah pendidikan dan pelatihan yang memberikan pengetahuan dan keahlian fungsional tertentu yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan.

(2) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Ketrampilan adalah pendidikan dan pelatihan yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan fungsional tertentu yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional ketrampilan yang bersangkutan.

Pasal  5

(1) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional diselenggarakan secara berjenjang dan tidak berjenjang.

(2) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional berjenjang dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan atau keterampilan kepada pejabat fungsional dalam menduduki jenjang jabatan fungsional yang lebih tinggi.

(3) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional tidak berjenjang dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan atau keterampilan kepada pejabat fungsional dalam rangka memantapkan pelaksanaan tugas.

Pasal  6

(1) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Ketrampilan dapat diselenggarakan secara berjenjang dengan memperhatikan tingkat dan jenis-jenis ketrampilan yang diperlukan dalam jabatan fungsional yang bersangkutan.

(2) Jenjang Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan ditetapkan oleh masing-masing instansi bersama dengan Instansi Pembina Jabatan Fungsional setelah berkonsultasi dengan Lembaga Administrasi Negara.

BAB  IV

PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal  7

(1) Peserta Pendidikan dan Pelatihan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang dipersiapkan untuk atau telah menduduki Jabatan Fungsional Keahlian atau Jabatan Fungsional Ketrampilan.

(2) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dapat pula diikuti oleh Pejabat Struktural apabila keahlian dan atau ketrampilan dalam pendidikan dan pelatihan tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal  8

(1) Peserta Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, bersifat selektif dan merupakan penugasan dengan memperhatikan rencana pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

(2) Persyaratan peserta Pendidikan dan Pelatihan Fungsional ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Surat Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 304A/IX/6/4/1995, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

BAB  V

KURIKULUM DAN METODA

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal  9

(1) Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Fungsional disusun berdasarkan tujuan dan sasaran program, dengan memperhatikan kebutuhan keahlian dan/atau ketrampilan dalam Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

(2) Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Fungsional menekankan pada peningkatan pengetahuan dan atau ketrampilan sesuai dengan keahlian dan ketrampilan yang diperlukan di bidang masing-masing.

(3) Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Fungsional disusun oleh instansi yang bersangkutan bersama dengan Instansi Pembina Jabatan Fungsional setelah berkonsultasi dengan Lembaga Administrasi Negara.

(4) Sepanjang materi Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dapat digunakan secara umum, kurikulumnya disusun ole Lembaga Administrasi Negara.

Pasal  10

Metoda Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dipilih sesuai dengan tujuan dan sasaran program pendidikan dan pelatihan orang dewasa (andragogi), disesuaikan dengan perkembangan teknologi pendidikan dan pelatihan.

BAB  VI

PENDAYAGUNAAN WIDYAISWARA

Pasal  11

(1) Setiap instansi yang menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional wajib mendayagunakan seoptimal mungkin Widyaiswara di lingkungan instansi yang bersangkutan.

(2) Instansi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dapat pula mendayagunakan Widyaiswara dari instansi lain atau Widyaiswara Luar Biasa, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Ketua Lembaga Administrasi Negara.

BAB  VII
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN

Pasal  12

(1) Sarana dan prasarana Pendidikan dan Pelatihan Fungsional disiapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, program dan materi Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang bersangkutan.

(2) Jenis dan jumlah sarana dan prasarana Pendidikan dan Pelatihan Fungsional ditetapkan oleh instansi yang bersangkutan, bersama dengan Instansi Pembina Jabatan Fungsional setelah berkonsultasi dengan Lembaga Administrasi Negara.

(3) Instansi penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dapat pula mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan instansi pemerintah lainnya dengan koordinasi Lembaga Administrasi Negara.  

BAB  VIII

PENYELENGGARAAN

Pasal  13

(1) Program Pendidikan dan Pelatihan Fungsional diselenggararakan berdasarkan rencana kebutuhan nyata dalam rangka peningkatan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

(2) Program Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang berjenjang diselenggarakan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.

(3) Program Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang tidak berjenjang diselenggarakan oleh masing-masing instansi atau bekerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, perguruan tinggi, lembaga-lembaga pendidikan, baik pemerintah maupun swasta di dalam negeri maupun di luar negeri dengan koordinasi Instansi Pembina Jabatan Fungsional.

Pasal  14

(1) Kepada peserta yang telah menyelesaikan program Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dengan baik, diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Fungsional.

(2) Kepada peserta yang telah menyelesaikan program Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dengan baik dan menunjukkan prestasi luar biasa dapat diberikan penghargaan dalam bentuk Piagam.

(3) Kepada Widyaiswara dan Pengelola Unit Program Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menunjukkan prestasi sangat baik dapat diberikan penghargaan dalam bentuk Piagam. 

(4) Jenis dan bentuk ukuran Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikat dan Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan oleh Ketua Lembaga Administrasi Negara.

BAB  IX

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal  15

(1) Setiap Pengelola Unit Program Pendidikan dan Pelatihan Fungsional melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program dan alumni.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada Ketua Lembaga Administrasi Negara dan Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

BAB  X

PENUTUP

Pasal  16

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Lembaga Administrasi Negara.

(2) Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
:   Jakarta

Pada tanggal
:   28 Maret 1995


KETUA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :


ttd

SEKRETARIAT LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 

Kepala Bagian ORTALA dan HUMAS

J.B. KRISTIADI

Drs. HARYANTO SASTRODIWIRYO, MPA

